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Abstract

Health development provides health services conducted by health centers and
hospitals. The health service carried out by paramedics and non-paramedical
personnel. Based on Article 12 of Law on Hospital, human resources consist
of medical personnel and medical support, nursing staff, pharmacy
personnel, hospital management personnel, and non-medical personnel,
therefore, nursing is a non-paramedical personnel. Nursing personnel as a
non-paramedical personnel has an important role, because he/she is directly
related to the quality of health services in accordance with his/her
competence and education. The nursing staff consists of nurses, dental
nurses. Nurses as nursing personnel constitute the largest health provider in
Indonesia with a total number of 60% (sixty percent) of all health personnel
are there, but its existence has not been supported by adequate legislation.
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Abstrak

Pembangunan kesehatan berupa penyediaan pelayanan kesehatan dilakukan
di puskesmas dan rumah sakit. Pelayanan kesehatan tersebut yang dilakukan
oleh tenaga paramedis dan tenaga non-paramedis. Berdasarkan Pasal 12
Undang-Undang Rumah Sakit, sumber daya manusia terdiri dari tenaga medis
dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga
manajemen Rumah Sakit, dan tenaga non-kesehatan, oleh karena itu tenaga
keperawatan merupakan tenaga non-paramedis. Tenaga keperawatan sebagai
tenaga non-paramedis memiliki peran penting, karena terkait langsung
dengan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi dan pendidikan
yang dimilikinya. Tenaga keperawatan ini terdiri dari perawat, perawat gigi.
Perawat sebagai tenaga keperawatan merupakan tenaga kesehatan terbesar di
Indonesia dengan jumlah 60% (enam puluh persen) dari seluruh tenaga
kesehatan yang ada, tetapi eksistensinya belum didukung oleh peraturan
perundang-undangan yang memadai.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perawat, Rumah Sakit

A. Latar Belakang Masalah
Kesehatan merupakan hak asasi manusia serta modal pembangunan
untuk keberlangsungan hidup suatu negara. Kesehatan sebagai hak asasi
manusia harus dilindungi oleh negara dan diberikan kepada seluruh
masyarakat tanpa ada diskriminasi. Hak asasi manusia di bidang kesehatan ini
diakui dan dilindungi oleh negara dalam Undang-Undang Dasar Negara
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Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI Tahun 1945), yaitu Pasal 28H ayat
(1) UUD RI Tahun 1945 dan Pasal 34 ayat (3) UUD RI Tahun 1945. Pasal
28H ayat (1) UUD RI Tahun 1945 merupakan landasan hukum hak
konstitusional bagi setiap orang untuk memperoleh layanan kesehatan,
sedangkan Pasal 34 ayat (3) UUD RI Tahun 1945 merupakan landasan
hukum kewajiban konstitusional negara untuk menyediakan fasilitas
pelayanan kesehatan.

Amanat konstitusi tersebut ditindaklanjuti dengan keluarnya Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang kemudian
diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2001 tentang Tenaga
Kesehatan, Keputusan Menteri kesehatan Rl Nomor 1239 tahun 2001 tentang
Registrasi dan Praktik Perawat, Peraturan Menteri Kesehatan R1 Nomor 148
Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, Peraturan
Menteri Kesehatan RlI Nomor 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga
Kesehatan, lebih mengukuhkan perawat sebagai suatu profesi di Indonesia.
Dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 148 Tahun 2010
tentang lzin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2014 tentang Tenga Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 38
Tahun 2014 Tentang Keperawatan, tersebut lebih menjelaskan lagi batasan
kewenangan profesi perawat, sehingga perawat mempunyai legitimasi dalam
menjalankan praktik profesinya.

Pembangunan kesehatan berupa penyediaan pelayanan kesehatan
dilakukan di puskesmas dan rumah sakit. Pelayanan kesehatan tersebut yang
dilakukan oleh tenaga paramedis dan tenaga non-paramedis. Berdasarkan
Pasal 12 Undang-Undang Rumah Sakit, sumber daya manusia terdiri dari
tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian,
tenaga manajemen Rumah Sakit, dan tenaga non-kesehatan, oleh karena itu
tenaga keperawatan merupakan tenaga non-paramedis. Tenaga keperawatan
sebagai tenaga non-paramedis memiliki peran penting, karena terkait
langsung dengan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi dan
pendidikan yang dimilikinya.

Tenaga keperawatan ini terdiri dari perawat, perawat gigi. Perawat
sebagai tenaga keperawatan merupakan tenaga kesehatan terbesar di
Indonesia dengan jumlah 60% (enam puluh persen) dari seluruh tenaga
kesehatan yang ada, tetapi eksistensinya belum didukung oleh peraturan
perundang-undangan yang memadai." Berdasarkan data dari Badan
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
(BPPSDMK) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah tenaga
kesehatan di Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 391.745 (tiga ratus
sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima) orang dengan jumlah
perawazlt sebanyak 160.074 (seratus enam puluh ribu tujuh puluh empat)
orang.

L http://www. tribunnews. com/2014/06/27/gugatan-mantri-misran-diputus-mk-nanti-sore,
diakses tanggal 25 Mei 2015, Pukul. 20.00 WIB.
2 -
Ibid
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Kondisi tersebut berbeda dengan dokter sebagai tenaga medis dalam
sumber daya kesehatan. Berdasarkan data dari BPPSDMK tahun 2014,
jumlah tenaga medis sebanyak 42.467 (empat puluh dua ribu empat ratus
enam puluh tujuh) orang dari jumlah tenaga kesehatan yang ada, dengan
perincian dokter spesialis berjumlah 8.403 (delapan ribu empat ratus tiga),
dokter umum berjumlah 26.333 (dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh
tiga),3dan dokter gigi berjumlah 8.731 (delapan ribu tujuh ratus tiga puluh
satu).

Namun demikian, profesi perawat masih kurang diakui dan kurang
mendapat perhatian dalam dunia kesehatan. Berdasarkan kondisi tersebut,
keberadaan perawat sangat dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan. Ini
disebabkan jumlah dokter belum sebanding dengan perawat, adanya
pembatasan praktik dokter, dan pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan
Pasal 37 ayat (2) UU Praktik Kedokteran, Pasal 4 Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/1\V/2007 tentang Izin Praktik dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran, izin praktik dokter hanya diberikan untuk
paling banyak tiga tempat yaitu sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah,
sarana pelayanan kesehatan milik swasta, dan praktik perorangan.*

Kondisi tersebut berpengaruh pada kesejahteraan dan hak-hak perawat
belum sepenuhnya diperhatikan, sehingga sering timbul tuntutan hukum yang
ditujukan kepada perawat. Tuntutan hukum tersebut lahir karena perawat
melakukan asuhan keperawatan di luar wewenangnya Tuntutan hukum
tersebut disebabkan pengaturan kewenangan dan pelimpahan wewenang yang
tidak jelas serta tidak ada perlindungan hukum bagi perawat dalam
menjalankan profesinya sehingga tindakan yang dilakukan oleh perawat dapat
dikategorikan illegal termasuk kewajiban perawat menolong pasien gawat
darurat masih menimbulkan kontroversi.

Contoh permasalahan yang dihadapi perawat yaitu kasus perawat Misran.
Kasus Misran berawal dari putusan Pengadilan Negeri Tenggarong yang
dikuatkan dengan putusan banding Pengadilan Tinggi Samarinda berupa
vonis tiga bulan penjara subsider denda sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta
lima ratus ribu rupiah), yang diputuskan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d
UU Kesehatan juncto Pasal 63 ayat (1) UU Kesehatan 1992 karena
memberikan pengobatan pada masyarakat di daerah yang tidak ada dokter,
apoteker, dan apotik di luar kewenangannya, sementara Misran adalah
petugas negara yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan
(sebagai Kepala Puskesmas Pembantu yang telah bertugas selama 18 tahun
tanpa masalah dalam melayani masyarakat.”

Selain itu, terhadap masalah tersebut diajukan judicial review terhadap
UU Kesehatan dan dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi melalui
Putusan Nomor 12/PUU VI1I1/2010 yang memutuskan bahwa Penjelasan
Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

% Ibid
* 1bid
% |bid
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mengikat. Semakin meningkatnya pendidikan dan kesadaran masyarakat
sebagai penerima jasa pelayanan keperawatan memberian kepastian hukum
pada perawat, pasien dan sarana kesehatan. Kepastian hukum berlaku untuk
pasien dan perawat, sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing, dimana
hak dan kewajiban perawat harus dilaksanakan secara seimbang.

Adapun mengenai hak diatur dalam Pasal 36 yaitu yang berbunyi:
Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawalan Berhak: a. memperoleh
pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar
pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan
Peraturan Perundangundangan; b. memperoleh informasi yang benar, jelas,
dan jujur dari Klien dan/alau keluarganya. c. menerima imbalan jasa atas
Pelayanan Keperawatan yang telah diberikan; d. menolak keinginan Klien
atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar pelayanan,
standar profesi, standar prosedur operasional, atau ketentuan Peraturan
Perundang-undangan; dan e. memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan
standar. Sedangkan kewajiban diatur dalam Pasal 37 yang berbunyi: Perawat
dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berkewajiban: a. melengkapi
sarana dan prasarana Pelayanan Keperawatan sesuai dengan standar
Pelayanan Keperawatan dan ketentuan Peraturan Perundangundangan; b.
memberikan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik, standar
Pelayanan Keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan; c. merujuk Klien yang tidak dapat
ditangani kepada Perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai
dengan lingkup dan tingkat kompetensinya; d.mendokumentasikan Asuhan
Keperawalan sesuai dengan standar; e. memberikan informasi yang lengkap,
jujur, benar, jelas, dan mudah dimengerti mengenai tindakan Keperawatan
kepada Klien dan/atau keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya; f.
melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain
yang sesuai dengan kompetensi Perawat; dan g. melaksanakan penugasan
khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Meskipun pada tahun 2010 telah dikeluarkan Permenkes Nomor 148
Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, namun proses
registrasi perawat diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1796
Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Sebelumnya, registrasi
perawat diatur dalam Kepmenkes RI Nomor 1239 Tahun 2001, dimana
kewajiban registrasi perawat dimulai ketika perawat baru lulus dari proses
pendidikan. Kewajiban registrasi perawat sesuai dengan Kepmenkes Nomor
1239 Tahun 2001 adalah lisensi Surat Izin Perawat (SIP), Surat Izin Kerja
(SIK), dan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP). Sementara peraturan tentang
SIPP diatur secara terpisah.

B. Perumusan Masalah
1. Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Keperawatan Terhadap
Perlindungan Hukum Profesi Perawat di Dinas Kesehatan Kabupaten
Bintan Provinsi Kepualauan Riau?
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2. Apa yang menjadi risiko profesi Perawat menurut Undang-Undang
Keperawatan dalam melaksanakan tugasnya di Dinas Kesehatan
Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau?

3. Bagaimana Peran Undang-Undang Keperawatan Melindungi Profesi
Perawat di Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Provinsi Kepualauan
Riau?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis. ”Penelitian
hukum sosiologis disebut studi hukum dalam aksi/tindakan (law in action).
Disebut demikian, karena penelitian menyangkut hubungan timbal balik
antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lain, jadi merupakan studi sosial
yang non doktrinal, bersifat empiris, artinya berdasarkan data yang terjadi
dilapangan”.® Disamping itu Peneliti juga akan melakukan hal-hal yang
berhubungan dengan penelitian ini yaitu: 1) Penelitian terhadap asas-asas
hukum; 2) Penelitian terhadap sistematik hukum; 3) Penelitian terhadap taraf
sinkronisasi vertical dan horizontal; 4) Perbandingan hukum; dan 5) Sejarah
hukum;

Objek penelitian ini Objek penelitian ini Profesi Perawat berdasarkan
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan. Perawat
adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik didalam maupun
di luar negeri. Peran utama perawat pada dasarnya adalah sebagai perawat
pelaksana, perawat pendidik, perawat manajer, perawat peneliti..

Sesuai dengan tipe penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum
sosiologis, maka penelitian ini menggunakan data primer serta didukung oleh
data sekunder. Data primer adalah data yang hanya dapat di peroleh dari
sumber asli atau sumber pertama, data primer harus secara langsung di ambil
dari sumber aslinya, melalui nara sumber yang tepat dan di jadikan responden
dalam penelitian. Sedangkan Data sekunder merupakan data yang sudah
tersedia sehingga tinggal mencari dan mengumpulkan. Data sekunder dapat di
peroleh dengan lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia, misalnya di
perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi perdagangan,
biro pusat statistik, dan kantor-kantor pemerintah.

Berikut ini pembagian dari masing-masing data primer dan data
sekunder, yaitu: Sesuai dengan tipe penelitian dalam penelitian ini yaitu
penelitian hukum sosiologis, maka penelitian ini menggunakan data primer
serta didukung oleh data sekunder. Data primer adalah data yang hanya dapat
di peroleh dari sumber asli atau sumber pertama, data primer harus secara
langsung di ambil dari sumber aslinya, melalui nara sumber yang tepat dan di
jadikan responden dalam penelitian. Sedangkan Data sekunder merupakan
data yang sudah tersedia sehingga tinggal mencari dan mengumpulkan. Data
sekunder dapat di peroleh dengan lebih mudah dan cepat karena sudah

® J.Supranto. Metode Penelitian Hukum dan Statistik. Penerbit: PT. Rineka Cipta. 2003.
Hal.3.
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tersedia, misalnya di perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi-
organisasi perdagangan, biro pusat statistik, dan kantor-kantor pemerintah.

Didalam penelitian ini fungsi data sekunder digunakan sebagai data
pendukung. oleh karena data primer tidak dapat digunakan sebagai sumber
informasi satu-satunya untuk menyelesaikan masalah penelitian ini. Data
sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara
tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak
lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis
yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan
yang tidak dipublikasikan. Data Sekunder terbagi dalam 3 (tiga) bahan yaitu:
1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang
terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini
yaitu: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang
kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2001 tentang
Tenaga Kesehatan, Keputusan Menteri kesehatan Rl Nomor 1239 tahun 2001
tentang Registrasi dan Praktik Perawat, Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor 148 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat,
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 148 Tahun 2010
tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2014 tentang Tenga Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 38
Tentang Keperawatan. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku,
Jurnal-jurnal maupun tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.
3) Bahan hukum tertier, yaitu berupa petunjuk atau penjelasan mengenai
bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus,
ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

Menurut Ardhana dalam Lexy J. Moleong mengatakan bahwa analisis
data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam
suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.” Analisis data sebagai proses
yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan
hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan
bantuan dan tema pada hipotesis. Jika dikaji, maka defenisi analisis data
menitikberatkan pada pengorganisasian, pengolahan dan pengaturan data
sedangkan metode analisis data adalah cara yang digunakan dalam
mengorganisir, mengolah dan memproses data yang didapat dari hasil
penelitian ini. Dalam rangka analisis dan interpretasi data, perlu dipahami
tentang keberadaan data itu sendiri.

Metode analisis kualitatif data semacam ini diperoleh melalui penelitian
yang menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mendeskripsikan atau
menjelaskan tentang sesuatu hal seperti adanya. Keberadaan data bermuatan
kualitatif adalah catatan lapangan yang berupa catatan atau rekaman kata-

" Moleong, J. Lexy, 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi PT. Remaja
Rosdakarya: Bandung, him. 103.
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kata, kalimat, atau paragraf yang diperoleh dari wawancara menggunakan
pertanyaan terbuka, observasi partisipatoris, atau pemaknaan peneliti terhadap
dokumen atau peninggalan. Untuk memperoleh arti dari data semacam ini
melalui interpretasi data, digunakan teknik analisis data kualitatif.

Sesuai dengan keterangan dan sifat penelitian yang telah dijelaskan
diatas, maka penelitian ini menggunakan data bermuatan kualitatif, peneliti
akan menggunakan analisis data melalui pendekatan kualitatif terhadap data
primer, dan data pendukungnya data sekunder, Pemaparan data kualitatif
analisis meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang
dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang
terkait dengan Profesi Perawat.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pelaksanaan Undang-Undang Keperawatan Terhadap Perlindungan
Hukum Profesi Perawat di Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
Provinsi Kepulauan Riau

Keperawatan sebagai salah satu profesi di bidang kesehatan
memiliki jumlah tenaga yang paling banyak yang dapat menentukan
kualitas pelayanan kesehatan. Potensi tersebut belum dimanfaatkan
secara optimal, banyak perawat berkerja dalam grey area, sering kali
melakukan tindakan di luar asuhan keperawatan yang menjadi
wewenangnya dan melakukan pekerjaan yang menjadi wewenang dokter.
Hal itu terjadi karena ketidakjelasan kewenangan bagi perawat dan
pelimpahan kewenangan dari tenaga medis (dokter).

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa hubungan kemitraan
antara perawat dengan tenaga kesehatan lainnya terutama dokter perlu
mendapat landasan peraturan yang seimbang, sehingga jelas tugas dan
tanggung jawab dan kewenagan masing-masing profesi, mana yang
menjadi tugas dokter dan mana yang bisa dilimpahkankan kepada
perawat sehingga tidak merugikan kedua profesi dan masyarakat
penerima pelayananPekerjaan perawat dalam grey area meliputi
menetapkan diagnosis penyakit, membuat resep obat, melakukan
tindakan pengobatan di dalam maupun di luar tempat layanan kesehatan,
melakukan pemeriksaan kehamilan, melakukan pertolongan persalinan,
melakukan tindakan invasi (seperti memasang infus, memasang kateter,
dan menyuntik, menjahit luka), melaksanakan tugas kebersihan, dan
melakukan tugas administrasi, hal ini terjadi akibat belum adanya job
decriptions yang jelas. Konsekuensi dari pekerjaan di grey area tersebut
antara lain perawat bekerja tidak sesuai dengan kompetensi dan
keilmuannya dan pada pekerjaan yang tidak menjadi wewenangnya.

Namun berdasarkan pengamatan dan observasi penulis dilapangan
penerapan pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Keperawatan
Nomor 38 Tahun 2014 belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
dimana pelimpahan kewenagan dari dokter kepada perawat belum
dilakukan secara tertulis.
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Kondisi geografis Kabupaten Bintan yang terdiri dari daerah daratan,
pesisir dan pulau kecil hal ini menjadi kendala dalam pemerataan tenaga
medis, dan hanya ada tenaga perawat yang bertugas didaerah tersebut
untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga
perawat melaksanakan tugas melapaui kewenagannya sebagai perawat.
Dalam kondisi ini menurut Undang-undang Keperawatan Nomor 38
tahun 2014, Pasal 33 ayat (1) Pelaksanaan tugas dalam keadaan
keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)
huruf f merupakan penugasan Pemerintah yang dilaksanakan pada
keadaan tidak adanya tenaga medis dan/atau tenaga kefarmasian di suatu
wilayah tempat Perawat bertugas. Pasal 33 ayat (2) Keadaan tidak adanya
tenaga medis dan/atau tenaga kefarmasian di suatu wilayah tempat
Perawat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan setempat. Pasal 33 ayat (3)
Pelaksanaan tugas pada keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan dengan memperhatikan kompetensi
Perawat. Pasal 33 ayat (4) Dalam melaksanakan tugas pada keadaan
keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perawat
berwenang: a). melakukan pengobatan untuk penyakit umum dalam hal
tidak terdapat tenaga medis; b). merujuk pasien sesuai dengan ketentuan
pada sistem rujukan; dan; c). melakukan pelayanan kefarmasian secara
terbatas dalam hal tidak terdapat tenaga kefarmasian. Sebelum penugasan
di daerah terpencil dengan keterbatasan perawat mendapat orientasi /
pembekalan di Puskesmas selama dua minggu oleh dokter dalam
penanganan kasus medis dan kefarmasian.

Dalam hal nomenklatur penyebutan lulusan dan jenjang pendidikan
perawat, pengaturan lembaga pendidikan masih beragam ( Kementerian
Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Pemerintah Daerah ).
Hasil pengamatan dilapangan kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh
perawat masih beragam dengan latar belakang pendidikan Sekolah
Pendidikan Keperawatan (SPK), Diploma Il Keperawatan, Diploma IV
Keperawatan, Sarjana Keperawatan, Sarjana Keperawatan & Profesi
(Ners), Pascasarjana Keperawatan, Doktor Keperawatan. Selain
beragamnya pendidikan perawat, masih banyak perawat yang belum
melakukan uji kompetensi dan belum terdaftar sebagai registered nurse
(RN).

Dari hasil wawancara dapat disimpukkan bahwa masih adanya
tenaga perawat lulusan Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) dan masih ada
perawat yang belum memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat. Menurut
Undang-Undang Keperawatan Pasal 6 ayat (1) Pendidikan vokasi
sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a merupakan program Diploma
Tiga Keperawatan; ayat (2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud
Pasal 5 huruf a paling rendah adalah Diploma Tiga Keperawatan. Jadi
menurut menurut Undang-Undang Keperawatan tidak ada lagi perawat
yang lulusan Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) tetapi dilapangan masih
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ada perawat lulusan Sekolah Perawat Kesehatan (SPK), sedangkan
menenai surat tanada registrasi perawat wajib melakukan registrasi sesuai
amanat pasal 18 ayat (1) perawat yang menjalankan Praktik keperawatan
wajib memiliki STR apabila tidak memiliki STR dikenakan sanksi
adminstatif menurut Undang-Undang Keperawatan pasal 58 ayat (1)
Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 21, Pasal
24 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) dikenai sanksi administratif. Sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a).
teguran lisan;b). peringatan tertulis; denda administrati; dan/atau d).
pencabutan izin.

Dengan hadirnya Undang-Undang Keperawatan seharusnya Perawat
terlindungi dari kondisi dan masalah etik apapun terkait dengan praktik
asuhan keperawatan yang dilakukannya; perawat Indonesia diakui di
negara lain; dan tidak terjadi multitafsir dari pemerintah daerah akibat
keberagaman standar asuhan keperawatan sesuai persepsi masing-masing
apabila dikaitkan dengan kebijakan otonomi daerah. Selain tujuan
tersebut, Undang-Unang Keperawatan ini untuk mengatur mekanisme
fungsi, tanggung jawab, dan praktik keperawatan secara utuh dan
sistematis; meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia melalui
asuhan keperawatan; menjamin perlindungan terhadap masyarakat
penerima pelayanan dan asuhan keperawatan serta perawat sebagai
pemberi pelayanan dan asuhan keperawatan; serta mengatur
keberfungsian dari kelembagaan keperawatan untuk melindungi
masyarakat dan perawat.

Undang-undang keperawatan ini harus bisa mengatur keperawatan
secara keseluruhan di seluruh Indonesia dengan memperhatikan kondisi
masing-masing daerah yang ada karena masing-masing daerah
mempunyai permasalahan dan kebutuhan yang berbeda. Ini dimaksudkan
agar ketentuan yang diatur dalam undang-undang keperawatan akan
diimplementasikan sesuai dengan kondisi dan potensi di daerah sehingga
tidak berbenturan dengan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat
ke pemerintah daerah di bidang kesehatan dan tidak bertentangan dengan
Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah mengenai kesehatan sebagai salah
satu urusan wajib pemerintahan yang dilimpahkan ke daerah.

Keberadaan perawat sebagai profesi mandiri dengan kelembagaan
keperawatan mempunyai kewenangan mengatur kehidupan profesinya
dalam hal pendidikan, penelitian, dan pelayanan yang berdampak pada
kehidupan masyarakat dan kehidupan manusia. Selain itu, perawat masih
banyak yang bekerja di wilayah grey area, sistem pendidikan
keperawatan, kompetensi, registrasi, dan lisensi perawat. Undang-undang
ini sangat urgen juga terkait dengan kompetensi perawat, untuk dapat
bersaing secara internasional dalam perdagangan bebas bidang jasa
kesehatan sebagai tenaga kesehatan di luar negeri.

Keberadaan undang-undang keperawatan ini diharapkan akan
memacu perkembangan pendidikan, penelitian, dan pelayanan
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keperawatan sehingga profesi perawat di Indonesia dapat mengejar
ketertinggalannya. Urgensi pengaturan dengan undang-undang tersendiri
ini didasarkan pada Undang-Undang Kesehatan, yang dibentuk sebagai
aturan pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. UU
Kesehatan ini merupakan lex specialis dari Undang-Undang Dasar RI
Tahun 1945, namun Undang-Undang Kesehatan sebagai undang-undang
organik merupakan lex generalis bagi peraturan perundang-undangan
lainnya yang berkaitan dengan kesehatan baik yang kedudukannya
sejajar maupun Yyang ada di bawahnya, karena Undang-Undang
Kesehatan hanya mengatur hal yang bersifat pokok terkait dengan
kesehatan.

Keperawatan merupakan lex specialis dari kesehatan oleh karena itu
harus diatur secara spesifik dalam undang-undang tersendiri. Undang-
Undang keperawatan merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar RI
Tahun 1945 dan Undang-Undang Kesehatan. Hal ini sesuai dengan Pasal
18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, yaitu penyusunan rancangan undang-
undang salah satunya didasarkan atas perintah Undang-Undang Dasar RI
Tahun 1945 dan perintah undang-undang lain.

Adanya hierarki peraturan perundang-undangan terutama dalam
bidang kesehatan ini sesuai dengan stufenbau theory dari Hans Kelsen.
Selain memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, suatu
undang-undang harus memperhatikan landasan filosofis, sosiologis, dan
yuridis sebagai dasar pertimbangannya.

Atas dasar hal tersebut diatas maka landasan filosofis undang-
undang keperawatan adalah kesehatan sebagai hak asasi manusia harus
diwujudkan sesuai dengan cita-cita nasional dan tujuan negara, negara
bertanggung jawab menyediakan fasilitas layanan kesehatan yang
berkualitas dengan ditunjang oleh tenaga kesehatan yang mempunyai
kompetensi sesuai dengan skill dan keilmuannya termasuk tenaga
keperawatan. Ini merupakan tanggung jawab moral negara dalam rangka
memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk
mencapai tujuan nasional tersebut, pemerintah menyelenggarakan
pembangunan yang berkesinambungan termasuk pembangunan
kesehatan. Salah satu faktor penentu pembangunan kesehatan adalah
tenaga kesehatan termasuk perawat. Pembangunan kesehatan tersebut
dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, agar tenaga
kesehatan khususnya keperawatan mempunyai daya saing sehingga
diakui kompetensi dan keilmuannya di dalam negeri maupun luar negeri.

Selain itu, berdasarkan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa
mengandung makna bahwa dalam diri manusia mempunyai dua aspek
yaitu aspek individualitas dan aspek sosialitas, dan negara bertanggung
jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak
asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.
Ini berarti negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada
masyarakat penerima layanan kesehatan maupun perlindungan kepada
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tenaga kesehatan termasuk tenaga keperawatan. Atas dasar itu maka
landasan filosofis dari Undang-Undang Keperawatan ini adalah untuk
mencapai tujuan nasional perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan.
Selain itu, perawat sebagai profesi memiliki kemandirian dalam
mengatur drinya (self regulated) dalam melindungi kepentingan dan
kebutuhan masyarakat dalam bidang kesehatan serta pengembangan diri
dan profesinya. Profesi perawat dalam memberikan pelayanan dan
asuhan keperawatan mempunyai karakterisitik otonom, accountable,
konstan, berkesinambungan, koordinatif, dan advokatif, yang didasarkan
pada kewenangan yang diberikan karena kompetensi yang dikembangkan
sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat, lingkungan,
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembangunan kesehatan dilakukan untuk peningkatan kualitas
pelayanan pada masyarakat dengan memperbaiki sistem pendidikan
keperawatan dan kompetensi perawat, sehingga perawat Indonesia dapat
bersaing dalam perdagangan bebas dan mendapat pengakuan
internasional karena perawat merupakan suatu profesi. Landasan
sosiologis dilatarbelakangi oleh hak masyarakat untuk mendapatkan
layanan kesehatan yang berkualitas, ini berarti Undang-Undang
Keperawatan diperlukan untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat
akan pelayanan kesehatan, mendekatkan keterjangkauan masyarakat
terhadap pelayanan keperawatan, meningkatkan kesinambungan
keperawatan dan konstribusi pelayanan keperawatan yang berkualitas
sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan sesuai dengan
perubahan paradigma pelayanan kesehatan.

Selain itu, adanya MRA on nursing service sebagai dampak dari
globalisasi memungkinkan pertukaran perwata sebagai pelaku pelayanan
jasa melalui suatu standar profesional yang diakui sehingga ada suatu
keseragaman dalam latar belakang pendidikan, kualifikasi profesional
dan lainnya. Standar profesional bagi perawat menurut MRA vyaitu
perawat profesional yang telah teregistrasi sehingga dapat mengikuti
persaingan dalam perdagangan bebas. Selain syarat tersebut, MRA juga
menentukan bahwa registrasi perawat dilakukan oleh nursing board or
nursing council yang pembentukannya melalui undang-undang. Atas
dasar itu maka landasan sosiologis dari undang-undang keperawatan
yaitu pembangunan kesehatan diwujudkan melalui penyelenggaraan
pelayanan kesehatan termasuk keperawatan yang harus dilakukan secara
bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman, dan terjangkau oleh
perawat yang telah tersertifikasi, registrasi, dan lisensi guna terpenuhinya
kompetensi perawat sehingga pearwat Indonesia dapat bersaing di pasar
global dan mendapat pengakuan internasional.

Landasan yuridis terkait dengan pengaturan keperawatan secara
komprehensif dalam bentuk Undang-Undang tersendiri untuk menjamin
kepastian dan perlindungan hukum keperawatan. Kebijakan mengenai
keperawatan belum bersifat komprehensif integral dan masih tersebar
pengaturannya dalam beberapa peraturan pemerintah maupun kebijakan
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lainnya yang hanya mengatur tentang tenaga kesehatan, registrasi tenaga
kesehatan, dan penyelenggaran ijin praktik perawat. Regulasi tersebut
belum mampu mengawal secara lengkap mengenai kebijakan,
pendidikan, pelatihan, pemanfaatan, jenjang karir, manajemen
keperawatan, dan kelembagaan bagi perawat. Untuk mewujudkan
regulasi yang komprehensif integral diperlukan peran negara melalui
kewenangan lembaga legislatif dan eksekutif. Peran negara dalam
mewujudkan tenaga perawat yang profesional sangat tergantung kepada
political will dari pemerintah. Selama ini peraturan perundang-undangan
yang ada belum mengatur keperawatan secara komprehensif, yang
didasarkan pada Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-
Undang Dasar RI Tahun 1945 serta Pasal 16, Pasal 21, dan Pasal 63 UU
Kesehatan yang mengatur mengenai kewajiban negara menyediakan
sumber daya kesehatan yang adil dan merata, penyelenggaraan tenaga
kesehatan/keperawatan yang bermutu, dan keperawatan hanya dapat
dilakukan oleh orang yang ahli. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang
Kesehatan memerintahkan bahwa untuk tenaga kesehatan diatur dengan
Undang-Undang.

Selain berdasarkan ketiga landasan tersebut, dalam suatu undang-
undang juga mengandung landasan administratif. Landasan administratif
ini  bersifat fakultatif, teknis dan tergantung pada kebutuhan,
sebagaimana pendapat Jimly Asshiddigie mengenai landasan
keberlakuan undang-undang. Landasan administratif ini didasarkan pada
realita penyelenggaraan praktik keperawatan yang dilakukan perawat di
tempat pelayanan kesehatan, seperti melakukan asuhan keperawatan dan
menerima  pelimpahan wewenag dari tenaga medis. Landasan
administratif ini juga dipengaruhi oleh jumlah ketersediaan dan distribusi
perawat hingga ke daerah pelosok dan perbatasan, kompetensi dan
pendidikan keperawatan bagi perawat, rasio tenaga kesehatan dengan
penduduk per 100.000 (seratus ribu) orang penduduk, dan jumlah sarana
kesehatan yang tersedia.

2. Apa yang menjadi risiko profesi Perawat menurut Undang-Undang
Keperawatan dalam melaksanakan tugasnya di Dinas Kesehatan
Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau

Dalam melaksanakan tugas keperawatan yang merupakan salah satu
dari praktik keperawatan tentunya seorang perawat memiliki hak dan
kewajiban. Dua hal dasar yang harus dipenuhi, dimana ada keseimbangan
antara tuntutan profesi dengan apa yang semestinya didapatkan dari
pengembangan tugas secara maksimal. Memperoleh perlindungan hukum
dan profesi sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan
Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan salah satu hak perawat
yang mempertahankan kredibilitasnya dibidang hukum serta menyangkut
aspek legal atas dasar peraturan perundang-undangan dari pusat maupun
daerah. Hal ini seperti dipaparkan pada materi sebelumnya sedang
dipertimbangkan oleh berbagai pihak, baik dari PPNI, Organisasi profesi
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kesehatan yang lain, lembaga legislatif serta elemen pemerintahan lain
yang berkepentingan.

Tanggung jawab dalam pelayanan kesehatan dapat dibagi tiga,
yakni; (1). Tanggung jawab perdata, (2). Tanggung jawab pidana, (3).
Tanggung jawab administratif. Dalam transaksi teraupetik, posisi tenaga
kesehatan dengan pasiennya pada hakikatnya sederajat. Dengan posisi
yang demikian inilah hukum menempatkan keduanya memiliki hubungan
tanggung gugat. Gugatan untuk meminta pertanggung jawaban kepada
tenaga kesehatan bersumber kepada dua dasar hukum, yakni; Pertama,
berdasarkan pada wanprestasi sebagaimana yang dirumuskan dalam
Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Kedua, berdasarkan perbuatan melanggar hukum (onrechmatigedaad)
sesuai dengan ketentuan Pasal 1356 KUHPerdata.®

Wanprestasi dalam pelayanan kesehatan baru terjadi bila
terpenuhinya unsur-unsur berikut:

a. Hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien terjadi berdasarkan
kontrak terapeutik.

b. Tenaga kesehatan telah memberikan pelayanan kesehatan yang tidak
patut dan menyalahi tujuan kontrak terapeutik.

c. Pasien menderita kerugian akibat tindakan tenaga kesehatan yang
bersangkutan.

Dasar hukum kedua untuk melakukan gugatan adalah perbuatan
melawan hukum. Gugatan dapat diajukan jika terdapat fakta-fakta yang
berwujud suatu perbuatan yang melanggar hukum walaupun diantara
para pihak tidak terdapat suatu perjanjian. Untuk mengajukan gugatan
berdasarkan perbuatan melawan hukum, harus dipenuhi empat syarat
sebagaimana datur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu: a) Pasien harus
mengalami suatu kerugian; b) Ada kesalahan; c) Ada hubungan
kausalitas antara kesalahan dengan kerugian; d) Perbuatan itu melawan
hukum.

Dalam kaitannya dengan pelayanan kesehatan, bila pasien atau
keluarganya menganggap tenga kesehatan telah melakukan perbutan
melanggar hukum maka dapat diakukan tuntutan ganti rugi menurut
ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Pasal 58 ayat (1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap
seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang
menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan
kesehatan yang diterimanya. Sementara itu, hukum pidana menganut asas
tiada pidana tanpa kesalahan. Dalam Pasal 2 KUHPidana disebutkan
bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia
diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia.
Perumusan pasal ini menentukan bahwa setiap orang yang berada dalam
wilayah hukum Indonesia dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana
atas kesalahan yang dibuatnya.

® Ibid, hal. 339
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Pasal 188 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan menyatakan bahwa menteri dapat mengambil tindakan
administratif terhadap tenga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan
yang melanggar ketentuan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tersebut. Tindakan andministrasi tersebut berupa:
a). P%ringatan secara tertulis; b). Pencabutan izin sementara atau izin
tetap.

Selain mendapatkan perlindungan hukum secara legal, perawat
berhak untuk memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien
dan atau keluarganya agar mencapai tujuan keperawatan yang maksimal.
Jadi kepada klien dan keluarga yang berada dalam lingkup keperawatan
tidak hanya memberikan informasi kesehatan klien kepada salah satu
profesi kesehatan lainnya saja, akan tetapi perawat berhak mengakses
segala informasi mengenai kesehatan klien, karena yang berhadapan
langsung dengan klien tidak lain adalah perawat itu sendiri.

Hak perawat yang lain yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan
kompetensi dan otonomi profesi. Ini dimaksudkan agar perawat dapat
melaksanakan tugasnya hanya yang sesuai dengan ilmu pengetahuan
yang didapat berdasarkan jenjang pendidikan dimana profesi lain tidak
dapat melakukan jenis kompetensi ini. Bagaimana dengan beberapa jenis
kompetensi profesi yang keilmuannya hampir sama dengan keperawatan,
hal ini tentunya ada perimbangan sendiri mengenai kompleksitas alur
kerjasama antara perawat dan bidang profesi lainnya.

Perawat berhak untuk dapat memperoleh penghargaan sesuai dengan
prestasi, dedikasi yang luar biasa dan atau bertugas di daerah terpencil
dan rawan. Penulis sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah dan
masyarakat atas penghargaan yang diberikan, yaitu berupa kerja sama
yang baik dari masyarakat dan sertifikat resmi dari pusat DEPKES RI
Litbangkes sebagai perawat pelaksana saat bertugas di DACILGALTAS
(Daerah Terpencil, tertinggal, rawan konflik dan bencana alam serta tidak
diminati). Layaknya pegawai pemerintahan lainnya (Pegawai Negeri
Sipil) perawat juga berhak memperoleh jaminan perlindungan terhadap
resiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya. Di Indonesia biasanya kita
kenal dengan Asuransi Kesehatan (ASKES) dan sekarang di sebut
dengan BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan).

Bagi pegawai negeri sipil (PNS) berhak memiliki ASKES atau BPJS
Kesehatan tersebut tak terkecuali perawat yang berstasus PNS, sebagai
jaminan kesehatan selama menjalani masa tugas hingga masa pensiun
nantinya. Kalau dilihat dari hak perawat yang telah di tetapkan ini
sepertinya belum berjalan dengan optimal. Sebenarnya hak mendapatkan
perlindungan terhadap resiko kerja ini bukan hanya untuk PNS saja,
tetapi untuk semua perawat yang sedang dalam masa tugasnya, misalnya
saja yang berada dirumah sakit atau klinik dan balai perawatan swasta.

® Ibid, hal. 341
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Semestinya perawat tetap mendapatkan jaminan kesehatan baik itu dalam
lingkungan pemerintahan maupun swasta, namun pada kenyataannya
belum terpenuhi terutama di lingkungan swasta. Hal ini juga tergantung
kebijakan dan ketentuan yang diberlakukan oleh manajemen yang
memanfaatkan tenaga perawat tersebut.

Satu hal lagi yang sering terabaikan, yaitu mengenai hak perawat
untuk menerima imbalan jasa profesi yang proporsional sesuai dengan
ketentuan/peraturan yang berlaku. Penulis berharap agar teman-teman
sejawat juga dapat mendiskusikannya disini, karena dari sekian banyak
perawat yang bekerja belum tentu mendapatkan imbalan yang sesuai
dengan ilmu yang diaplikasikan terhadap masyarakat. Akan tetapi jika
untuk menyampaikan keluhan dengan maksud memprotes atau
sejenisnya bukan disini tempatnya. Disini kita hanya mendiskusikan
bagaimana mengambil langkah ke depan, sehingga tidak terjadi lagi hal
yang tidak menyenangkan.

Perawat wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya
tentang klien dan atau pasien, kecuali untuk kepentingan hukum. Hal ini
menyangkut privasi klien yang berada dalam asuhan keperawatan karena
disis lain perawat juga wajib menghormati hak-hak klien dan atau pasien
dan profesi lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Perawat wajib melakukan pertolongan darurat atas dasar
perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan
mampu melakukannya. Jika dalam konteks ini memang agak
membingungkan, saya hanya bisa menjelaskan seperti ini, pelaksanaan
gawat darurat yang sangat membutuhkan pertolongan segera dapat
dilaksanakan dengan baik yaitu di rumah sakit yang tercipta kerja sama
antara perawat serta tenaga kesehatan lain yang berhubungan langsung,
sedangkan untuk daerah yang jauh dari pelayanan kesehatan modern
tentunya perawat kebanyakan menggunakan seluruh kemampuannya
untuk melakukan tindakan pertolongan, demi keselamatan jiwa klien.

Jadi apa yang dimaksud disini adalah bahwa untuk meningkatkan
ilmu pengetahuan tentang keperawatan bukan hanya di bangku kuliah
saja, akan tetapi bisa melalui internet seperti yang anda lakukan sekarang
ini, serta disisi lain Kita juga perlu mengejar jenjang pendidikan karena
semua itu tidak kalah pentingnya.

3. Bagaimana Peran Undang-Undang Keperawatan Melindungi Profesi
Perawat di Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Provinsi
Kepualauan Riau

Undang-undang keperawatan merupakan sebuah produk hukum
yang di dalamnya terkandung norma hukum. Undang-undang
keperawatan sebagai norma hukum memuat materi muatan yang
merupakan perintah, kebolehan, dan larangan. Materi muatan undang-
undang keperawatan harus memperhatikan ketentuan Pasal 10 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. Pembentukan Undang-Undang Keperawatan
sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
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Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang
Keperawatan dibentuk atas dasar perintah UUD RI Tahun 1945 dan
perintah UU Kesehatan. Selain itu, materi muatan Undang-Undang
Keperawatan mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Yaitu
Undang-Undang Keperawatan merupakan pengaturan lebih lanjut dari
ketentuan UUD RI Tahun 1945 khususnya Pasal 28H ayat (1) dan Pasal
34 ayat (3) UUD RI Tahun 1945, melaksanakan perintah Pasal 21 ayat
(3) UU Kesehatan, dan untuk pemenuhan kebutuhan hukum dalam
masyarakat. Ini berarti undang-undang keperawatan harus mempunyai
materi muatan yang sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan
perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian ini, narasumber
memberikan masukan yang beragam mengenai undang-undang
keperawatan.

Materi muatan undang-undang keperawatan meliputi materi yang
terkait dengan standar perawat, etika profesi perawat, dan pelayanan
kesehatan yang bisa dilakukan oleh seorang perawat; hak, kewajiban,
tugas, dan wewenang perawat dan masyarakat sebagai penerima
pelayanan keperawatan, konsil keperawatan sebagai regulatory body
bagi perawat yang mengatur sistem legislatif profesi, kompetensi,
sertifikasi, registrasi, dan lisensi; hak, kewajiban, dan wewenang
perawat; tanggung jawab hukum, sanksi, dan prosedur/tahapan
penjatuhan sanksi; dan pendidikan keperawatan dan kolegium
keperawatan. '

Peran perlindungan hukum Perawat diatur dalam Pasal 36 yaitu yang
berbunyi: Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawalan berhak: a).
memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai
dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional,
dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; b). memperoleh informasi
yang benar, jelas, dan jujur dari Klien dan/atau keluarganya; c).
menerima imbalan jasa atas Pelayanan Keperawatan yang telah
diberikan; d). menolak keinginan Klien atau pihak lain yang bertentangan
dengan kode etik, standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur
operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan e.
memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar.

Adapun materi muatan menurut kalangan akademisi dilihat dari segi
kompetensi, sertifikasi, registrasi, dan lisensi keperawatan, standar
pendidikan, standar profesi, standar praktik keperawatan, penegakan
etika, dan disiplin profesi. Narasum berdari tempat pelayanan kesehatan
juga memberikan masukan mengenai materi muatan rancangan undang-
undang keperawatan yang meliputi konsil keperawatan sebagai bagian
dari kelembagaan, peran, tugas, dan wewenang yang jelas bagi perawat,
pendidikan, uji kompetensi, serta hak dan kewajiban dalam praktik

10 http://mww.neraca.co.id/  2011/06/15/ancaman-globalisasi-dan-ruu-keperawatan/,  diakses

tanggal 6 Juni 2015, Pukul. 21.00 Wib
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keperawatan, kompetensi yang melatarbelakangi praktik keperawatan,
pengaturan praktik berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang
berkaitan dengan profesi lain, batas kewenangan dan perlindungan secara
hukum.

Konsil keperawatan sangat diperlukan agar profesi lebih kuat dan
solid, karena dengan adanya konsil keperawatan maka perawat punya
struktur yang jelas. Kelembagaan dalam keperawatan terdiri atas PPNI
sebagai organisasi profesi, kolegium dan konsil keperawatan. Fungsi dari
masing-masing kelembagaan tersebut yaitu organisasi profesi berfungsi
sebagai pemersatu, pembina, pengembang, dan pengawas keperawatan di
Indonesia; kolegium Keperawatan berfungsi untuk mengembangkan
cabang disiplin ilmu Keperawatan dan memberi pengakuan kepada
Perawat berdasarkan kompetensi dan cabang disiplin ilmu Keperawatan;
dan konsil mempunyai fungsi pengaturan, penetapan, pengesahan, dan
pengawasan Praktik Keperawatan dalam rangka meningkatkan mutu
Pelayanan Keperawatan.™

Berdasarkan hasil analisis data, substansi pokok dari undang-undang
keperawatan meliputi sistem pendidikan keperawatan, kompetensi,
registrasi, dan lisensi, penyelenggaraan praktik keperawatan, serta
kelembagaan keperawatan. Sistem pendidikan keperawatan bersifat
akademik dan profesi, dengan yang penyelenggaraannya mengacu pada
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional dan kebijakan yang dibuat oleh kolegium. Penyelenggaraan
praktik keperawatan dapat dilakukan secara mandiri maupun di tempat
pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan praktik keperawatan ini terkait
dengan peran dan wewenang perawat, serta hak dan kewajiban perawat
dan masyarakat pengguna jasa keperawatan. Kompetensi perawat
dibuktikan dengan uji kompetensi, yang pelaksanaannya ada pada
organisasi profesi dan kolegium. Peraturan Menteri Riset, Teknologi,
Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang
Kesehatan Metode yang diggunakan yaitu ; Metode Paper Based Test
(PBT); a) Syarat tempat uji kompetensi (TUK) dengan menggunakan
metode PBT meliputi adanya Institusi pendidikan yang memiliki
program studi di bidang kesehatan atau diklat atau tempat lain yang
memenuhi syarat dan Metode Computer Based Test (CBT) a) Syarat
untuk menjadi CBT Center adalah: 1) Institusi pendidikan yang memiliki
program studi di bidang kesehatan, Memiliki ruangan yang mampu
menampung paling kurang 55 (lima puluh lima) workstation dengan
jarak antar workstation paling kurang 75 (tujuh puluh lima) cm. 3)
Memiliki server dan jaringan intranet sesuai spesifikasi yang ditentukan.
4) Memiliki cadangan suplai tenaga listrik dalam bentuk Genset dan
UPS. 5) Memiliki tenaga IT yang mendapatkan pelatihan khusus dan
mampu mengelola perangkat keras dan lunak uji sejumlah 1 (satu) orang

1 Wawancara dengan Muhammad Roem, Opcit
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untuk setiap 50 (lima puluh) peserta. Uji kompetensi lulusan perawat
yang diterima berkerja di Kabupaten Bintan telah menjalani tes
kompetensi di kampus masing-masing sebagai syarat kelulusan sebagai
perawat, Perawat yang telah melakukan uji kompertensi mendapatkan
sertifikat uji kompetensi dan diakui sebagai RN melalui sertifikat tanda
registrasi yang diterbitkan oleh konsil. Bagi perawat yang sudah berstatus
sebagai RN dan akan melakukan praktik keperawatan, mendapatkan
lisensi berupa surat ijin praktik perawat. Kelembagaan keperawatan
terdiri atas organisasi profesi, kolegium, dan konsil keperawatan.
Substansi pokok tersebut merupakan muatan materi dari undang-undang
keperawatan.

Undang-undang keperawatan dibentuk tersendiri dan dipisahkan
pengaturannya dari tenaga kesehatan apabila dilihat dari muatan materi,
serta landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sudah sangat baik,
pengaturannya juga melihat aspek keperawatan sebagai profesi. Dari
aspek kebijakan Pemerintah Pusat harus ada sinkronisasi antara fungsi
profesi perawat dengan kebijakan tersebut sehingga tidak terjadi tumpang
tindih kebijakan. Undang-Undang Keperawatan yang telah ada ini
diharapkan: pertama, menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat
terhadap pelayanan keperawatan; kedua, mengatur pelayanan
keperawatan; ketiga, menjamin perawat memperoleh kepastian hukum
atas risiko Kkerja; keempat, memberikan payung hukum kepada
masyarakat yang membutuhkan pelayanan maupun yang diberikan
pelayanan oleh perawat; dan kelima, meningkatkan kualitas pelayanan
keperawatan, pendidikan, kompetensi, tanggung jawab keilmuan, dan
tanggung jawab profesi perawat dalam rangka memelihara dan
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ini berarti keberadaan
undang-undang keperawatan dari segi materi sangat diperlukan oleh
perawat agar perawat dapat menjalankan fungsi, tugas, dan perannya
sebagai tenaga kesehatan sesuai dengan ilmu dan profesinya.

Hasil analisis data dan interpretasi ini menunjukkan bahwa undang-
undang keperawatan merupakan peraturan perundang-undangan yang
bersifat umum, komprehensif, dan universal yang berisikan norma yang
mengatur mengenai perawat dan keperawatan, undang-undang
keperawatan ini materi muatannya mengandung isi berupa pengaturan
lebih lanjut ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD RI
Tahun 1945 tentang hak kesehatan melalui pelayanan kesehatan, perintah
Pasal 23 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU Kesehatan
mengenai tenaga kesehatan diatur dengan undang-undang, pengesahan
perjanjian internasional sehubungan dengan keikutsertaan Indonesia
menandatangani MRA on nursing service untuk wilayah ASEAN, dan
pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat khususnya perawat dan
masyarakat sebagai penerima jasa pelayanan keperawatan. Undang-
undang keperawatan ini sebagai norma hukum mempunyai karakter
produk hukum vyang bersifat responsif karena mencerminkan rasa
keadilan substantif, mampu mengenali keinginan perawat sebagai tenaga
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kesehatan dengan porsi terbesar dari pada tenaga kesehatan lain sehingga
dapat terpenuhinya harapan masyarakat mengenai undang-undang yang
secara spesifik mengatur keperawatan dan terpisah dari undang-undang
lain dan dapat menjadi payung hukum sehingga kepastian hukum bagi
tenaga keperawatan dapat tercapai.

Beliau juga menambahkan: “Perawat merupakan salah satu profesi
tenaga kesehatan berdasarka Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2009. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk
dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan
serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan
untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.”*?

Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
kesehatan berbunyi: “Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan
dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang
untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya

kesehatan.”
Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian
kegiatan  yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan

berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan
kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh
pemerintah dan/atau masyarakat.*®

Jenis Tenaga Kesehatan adalah berdasarkan Pasal 2 Peraturan
Pemerintah No 32 Tahun 1996: ayat (1) Tenaga kesehatan terdiri dari:
a). Tenaga medis; b). Tenaga keperawatan; c). Tenaga kefarmasian;d).
Tenaga kesehatan masyarakat; e). Tenaga gizi; f). Tenaga keterapian
fisik; g). Tenaga keteknisian medis. Ayat (2) Tenaga medis meliputi
dokter dan dokter gigi; ayat (3) Tenaga keperawatan meliputi perawat
dan bidan; ayat (4) Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi
dan asisten apoteker; ayat (5) Tenaga kesehatan masyarakat meliputi
epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan,
penyuluh Kkesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian; ayat
(6) Tenaga gizi meliputi nutrisionis dan dietisien; ayat (7) Tenaga
keterapian fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis dan terapis wicara;
ayat (8) Tenaga keteknisian medis meliputi radiografer, radioterapis,
teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien,
otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis

Berdasarkan definisi hukum Undang-Undang Nomor 36 Tahu 2009
jo Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1996 menggunakan istilah Tenaga
Kesehatan dan perawat merupakan salah satu tenaga kesehatan.

12 1bid
B Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
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Tenaga Kesehatan

Pasal 21

1) Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan,
pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka
penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

2) Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan,
pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3) Ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan Undang-
Undang

Penjelasan Pasal 21 Ayat (1)

Pada prinsipnya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan,
pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan ditujukan kepada
seluruh tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan.
Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan
kualifikasi yang dimiliki, antara lain meliputi tenaga medis, tenaga
kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat dan
lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian
medis, dan tenaga kesehatan lainnya.

Ayat (2) Cukup jelas ; Ayat (3) Pengaturan tenaga kesehatan di
dalam undang-undang adalah tenaga kesehatan di luar tenaga medis,
berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36
Tahun 2009 yang diamanahkan untuk dibuat Undang-Undang adalah
Undang-Undang Tenaga Kesehatan.

Fenomena Sosial terhadap perlindungan hukum terhadap Profesi
Keperawatan Pertama, fakta sosial tidak meratanya penyebaran tenaga
dokter di pedesaan mengakibatkan tenaga keperawatan melakukan
intervensi medik bukan intervensi perawatan. Mengingat perawat sebagai
tenaga kesehatan terdepan dalam pelayanan kesehatan di masyarakat,
Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes)
Nomor HK.02/Menkes/148/2010 Tentang lzin dan Penyelenggaraan
Praktik Perawat.

Pasal 8 ayat (3) Permenkes menyebutkan praktik keperawatan
meliputi pelaksanaan asuhan keperawatan, pelaksanaan upaya promotif,
preventif, pemulihan, dan pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan
tindakan keperawatan komplementer.

Berdasarkan pasal tersebut menunjukkan, bahwa aktivitas perawat
dilaksanakan secara mandiri (independent) berdasar pada ilmu dan
asuhan keperawatan, dimana tugas utama adalah merawat (care) dengan
cara memberikan asuhan keperawatan (nurturing) untuk memuaskan
kebutuhan fisiologis dan psikologis pasien. Dengan kata lain, perawat
memiliki hubungan langsung dengan pasien secara mandiri. Hubungan
langsung antara perawat dengan pasien utamanya terjadi di rumah atau
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puskesmas yang mendapatkan rawat inap atau pasien yang mendapatkan
perawatan di rumah, home care.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat

menyimpulkan sebagai berikut:

1.

Pelaksanaan Undang-Undang Keperawatan Terhadap Perlindungan
Hukum Profesi Perawat di Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
Provinsi Kepulauan Riau

Pelaksanaan Undang-Undang Keperawatan di Dinas Kesehatan
Kabupaten Bintan belum sepenuhnya memberikan perlindungan bagi
profesi perawat, karena masih dijumpai perawat berkerja dalam grey
area, sering kali melakukan tindakan di luar asuhan keperawatan yang
menjadi wewenangnya dan melakukan pekerjaan yang menjadi
wewenang dokter. Hal itu terjadi karena ketidakjelasan kewenangan bagi
perawat dan pelimpahan kewenangan dari tenaga medis (dokter) yang
seharusnya pelimpahan kewenagan dari dokter kepada perawat dilakukan
secara tertulis belum dilakukan.

Berdasarkan Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014
Pasal 32 (1) Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e hanya dapat
diberikan secara tertulis oleh tenaga medis kepada Perawat untuk
melakukan sesuatu tindakan medis dan melakukan evaluasi
pelaksanaannya. Pasal (2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan secara delegatif atau mandat.

Lebih jelas lagi pada penjelasan ayat (4) dari pasal 33 bahwa,
tindakan medis yang dapat dilimpahkan secara delegatif, atara lain adalah
menyuntik, memasang infus, dan memberikan imunisasi dasar sesuai
dengan program pemerintah, serta penjelasan ayat (5) tindakan medis
yang dapat dilimpahkan secara mendat, antara lain adalah pemberian
terapi parenteral dan penjahitan luka.

Kondisi geografis menjadi kendala dalam pemerataan tenaga medis,
dan hanya ada tenaga perawat yang bertugas didaerah tersebut untuk
melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga perawat
melaksanakan tugas melapaui kewenagannya sebagai perawat, serta
masih adanya tenaga perawat lulusan Sekolah Perawat Kesehatan (SPK)
dan masih ada perawat yang belum memiliki Surat Tanda Registrasi
Perawat.

Risiko Profesi Perawat menurut Undang-Undang Keperawatan dalam
Melaksanakan Tugasnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
Provinsi Kepulauan Riau

Pasien atau keluarganya menganggap tenga kesehatan telah
melakukan perbutan melanggar hukum maka dapat diakukan tuntutan
ganti rugi menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan Pasal 58 ayat (1) Setiap orang berhak menuntut ganti
rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara
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kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian
dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Tanggung jawab dalam pelayanan kesehatan dapat dibagi tiga,
yakni; (1). Tanggung jawab perdata, (2). Tanggung jawab pidana, (3).
Tanggung jawab administratif. Apabila perawat melakukan wanprestasi
dalam pelayanan kesehatan baru terjadi bila terpenuhinya unsur-unsur
berikut:

a. Hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien terjadi berdasarkan
kontrak terapeutik.

b. Tenaga kesehatan telah memberikan pelayanan kesehatan yang tidak
patut dan menyalahi tujuan kontrak terapeutik.

c. Pasien menderita kerugian akibat tindakan tenaga kesehatan yagn
bersangkutan.

Dasar hukum kedua untuk melakukan gugatan adalah perbuatan
melawan hukum. Gugatan dapat diajukan jika terdapat fakta-fakta yang
berwujud suatu perbuatan yang melanggar hukum walaupun diantara
para pihak tidak terdapat suatu perjanjian. Untuk mengajukan gugatan
berdasarkan perbuatan melawan hukum, harus dipenuhi empat syarat
sebagaimana datur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu: a). Pasien harus
mengalami suatu kerugian; b). Ada kesalahan; c). Ada hubungan
kausalitas antara kesalahan dengan kerugian; d). Perbuatan itu melawan
hukum

Perawat juga mendapat perlindungan hukum secara legal, perawat
berhak untuk memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien
dan atau keluarganya agar mencapai tujuan keperawatan yang maksimal.
Jadi kepada klien dan keluarga yang berada dalam lingkup keperawatan
tidak hanya memberikan informasi kesehatan klien kepada salah satu
profesi kesehatan lainnya saja, akan tetapi perawat berhak mengakses
segala informasi mengenai kesehatan klien, karena yang berhadapan
langsung dengan klien tidak lain adalah perawat itu sendiri.

Risiko yang ada tidak sebanding dengan hak yang diterima oleh
perawat, imbalan jasa yang diterima profesi perawat masih jauh
kesenjangannya dari tenaga medis dan belum proporsional dengan tugas
yang di emban perawat, dimana perawat merupakan tenaga kesehatan
dari awal pasien dilayani sampai selesai dilayani perawat menjadi tenaga
kesehatan yang selalu kontak dengan pasien.

3. Peran Undang-Undang Keperawatan dalam Melindungi Profesi
Perawat dalam Melaksanakan Tugasnya di Dinas Kesehatan
Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau

Materi muatan undang-undang keperawatan meliputi materi yang
terkait dengan standar perawat, etika profesi perawat, dan pelayanan
kesehatan yang bisa dilakukan oleh seorang perawat; hak, kewajiban,
tugas, dan wewenang perawat dan masyarakat sebagai penerima
pelayanan keperawatan, konsil keperawatan sebagai regulatory body
bagi perawat yang mengatur sistem legislasi profesi, kompetensi,
sertifikasi, registrasi, dan lisensi; hak, kewajiban, dan wewenang

JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION 49



Volume 1, Number 1, June 2016 ISSN: 2541-3139

perawat; tanggung jawab hukum, sanksi, dan prosedur/tahapan
penjatunan sanksi; dan pendidikan keperawatan dan kolegium
keperawatan.*

Undang-Undang Keperawatan yang telah ada ini diharapkan:
pertama, menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap
pelayanan keperawatan; kedua, mengatur pelayanan keperawatan; ketiga,
menjamin perawat memperoleh kepastian hukum atas risiko kerja;
keempat, memberikan payung hukum Kkepada masyarakat yang
membutuhkan pelayanan maupun yang diberikan pelayanan oleh
perawat; dan kelima, meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan,
pendidikan, kompetensi, tanggung jawab keilmuan, dan tanggung jawab
profesi perawat dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat. Ini  berarti keberadaan undang-undang
keperawatan dari segi materi sangat diperlukan oleh perawat agar
perawat dapat menjalankan fungsi, tugas, dan perannya sebagai tenaga
kesehatan sesuai dengan ilmu dan profesinya.

Undang-undang keperawatan ini sebagai norma hukum mempunyai
karakter produk hukum yang bersifat responsif karena mencerminkan
rasa keadilan substantif, mampu mengenali keinginan perawat sebagai
tenaga kesehatan dengan porsi terbesar dari pada tenaga kesehatan lain
sehingga dapat terpenuhinya harapan masyarakat mengenai undang-
undang yang secara spesifik mengatur keperawatan dan terpisah dari
undang-undang lain dan dapat menjadi payung hukum sehingga
kepastian hukum bagi tenaga keperawatan dapat tercapai.

14

http://lwww.neraca.co.id/ 2011/06/15/ancaman-globalisasi-dan-ruu-keperawatan/, diakses

tanggal 6 Juni 2015, Pukul. 21.00 Wib
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